BUPATIHALMAHERASELATAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR T TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,

Menimbang a bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan
struktur organisast Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah  Kabupaten Halmahera Selatan, perlu
ditindaklanjuti dengan Pembentukan Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi1 serta Tata Kerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan,

b  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pomn a diatas, maka perlu menetapkan
Peraturan Dupat llalmahera Selatan tentaing Susunai
Organisasi, Tugas dan Fungs1 serta Tata Kerja Dmas
Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara
R1 Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara
R1 Tahun 2000 Nomor 73, Tanibahain Lembaraii Negara
R1 Nomor 3961),

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan
di1 Provinsi1 Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun
2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4264),



Memperhatikan

Menetapkan

=Pl

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemermtahan Daerah {Lembaran Negara Ri Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor
5587) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
R1 Tanhun 2015 Nomor 59),

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Organisas1 Perangkat Daerah (Lembaran Negara R
Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana teku't diubah
dengan Peraturan Pemerintan Nomor 72  Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang  Perangkat  Daerah
(Lembaran  Negara  Republik indonesia Tahun 2019
Nomor 187),

Peraturan Menter1 Kesehatan Republik Indonesia Nomor
49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis
Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan
Kabupaten/Kota {(Derita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1502),

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Halmaehera Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
Nomor 18 Tahun 2021 tentang Febentukan dan Susunain

Perangkat Daerah Kabupaten Helamhera Selatan,

Surat Kementerian Dalam Neger1 Nomor 061/4257 /OTDA
tertanggal 29 Juma 2021 Perthal Pertimbangan
Penyederhanan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
dihngkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Provinsi Maluku Utara

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA
SELATAN



Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Daerah 1n1 yang dimaksud dengan

1
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Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Pemerintah Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan perangkat
daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah

Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupat: Halmahera Selatan

Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah selanjutinya disebut DFRD, adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera
Selatan

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdin darn Sekretanat
Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah
dan Kecamatan

Dimas adalah Dinas Kesehatan,

Tugas Pokok adalah Tugas utama para pemangku jabatan tertentu pada
Dmas Kesehatan

Fungsi adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Dinas
Kesehatan,

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara
dalam rangka memimpin Satuan Organisasi Perangkat Daerah

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitanr dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan/atau keterampilan tertentu

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungs: dan
tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administras:
pemerintahan dan pembangunan

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit
Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan
teknis operasional tertentu yang secara langsung berhubungan dengan
pelayanan masyarakat

BAB I
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan merupakan unsur
pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdir atas

a Dinas,

b Sekretariat Dinas, terdir1 dari
1 Sub Bagian Unmuin dan Kepegawaian,
2 Sub Bagian Keuangan,
3 Kelompok Jabatan Fungsional
Bidang Kesehatan Masyarakat, dan Kelompok Jabatan Fungsional,
Bidang Pelayanan Kesehatan, dan Keloimnpok Jabatan Fungsional,
Bidang Sumber Daya Kesehatan, dan Kelomnpok Jabatan Fungsional,
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dan Kelompok
Jabatan Fungsional, dan

g Unit Pelaksana Teknis (UPT)
(2) Bagan Susunan Organisast Dmas Kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantuin pada lampiran Peraturan Bupati im
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Paragraf 1
DINAS

Pasai 4
Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas dan mempunyai tugas mnemnbantu Bupat: dalani
inelaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah

Pasal 5

Dalam 1nelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas

Kesehatan inenyelenggarakan fungsi

1 Perumnusan kebijakan di Bidang Kesehatan masyarakat, pencegahan dan

pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat

kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Ruinah Tangga (PKRT) serta
sumnber daya kesehatan,

Pelaksanaain Kebijakan di Didang Kesechatann masyarakat, pencegahnan

dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat

kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Ruinah Tangga (PKRT) serta
suinber daya kesehatan,

3 Pelaksanaan monitoring, evaluasit dan pelaporan di Bidang Kesehatan
mmasyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan
kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan
Ruinah Tangga (PKRT) serta suinber daya kesehatan,

4 Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah bidang
kesehatan, dan

\W)
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5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya

Paragraf 2
SEKRETARIAT

Pasal 6
Sekretanat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b,
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas memnbantu Kepala Dinas
dalam melaksanakan perumusan Konsep dain pelaksanaain Kebijakan,
pengoordinasian, peinantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan,
hukuin, informasi, kehumnasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan,
pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian,
pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan admnistrast di

lingkungan Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang
berlaku

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimaiia dimaksud pada Pasal 6

Sekretanat inenyelenggarakan fungsi

1 Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan
dan anggaran di ingkungan Dinas Kesehatan,

2 Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
keuangan, hukuin, hubungan inasyarakat, ketatausahaan, kearsipan,
keruinahtanggan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas
Kesehatan,

3 Pengordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di
hngkungan Dinas Kesehatai,

4 Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta
pelaksanaan advokast hukuin di hngkungan Dinas Kesehatan,

5 Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Peinerintah
(SPIP) dan pengelolaan informasi: dan dokumentasi,

6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan
barang/jasa di ingkungan Dinas Kesehatan,

7 Pengoordinasian penyusunan Renstra, Renja, LKjIP, SAKIP, LPPD dan

Laporan Keuangan Dinas,

Pengelolaan kepegawaian di hngkungan Dinas Kesehataii,

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup

tugasnya,

10 Pengendalian pelaksanaan tugas UPT, dan

11 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya
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Pasal 8
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada pasal 3
ayat (1) hurufi b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
bertanggung jawab kepada  Sekretaris dan mempunyai tugas
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menyelenggarakan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan,
kearsipan, dokumentasi, kehumasan dan ketataiaksanaan

Pasai 9
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub
Bagian Umum dan Kepegawailan menyelenggarakan fungsi
1 Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian,
2 Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi
umum dan kepegawailan,
Pengelolaan data kepegawaian dinas,
Penyiapan bahan mutasi pegawai dinas,
Penyiapan kesejahteraan pegawai dinas,
Penylapan bahan pembinaan pegawai dmas,
Penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas,
Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan dan
perpustakaan dinas,
Penyiapan, penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan dinas,
10 Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi,
ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada dinas,
Pelaksanaan pelayanan adiiinistrasi perkaitoraii,
Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran,
Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja subbagian
umum dan kepegawalan, dan
14 Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya
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Pasal 10
Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b
angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris dan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan
penylapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penylapan
bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi dan pembukuan berdasarkan
pedoman/peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Pasai 11
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sub
Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi
1 Penyiapan koordinas: pengelolaan Keuangan,
2 Penatausahaan, venfikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan
keuangan,
3 Pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran,

4 Penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gap
serta tambahan penghasilain bagi pegawai,

Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan,

6 Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, dan
Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya
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Paragraf 3

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
Pasal 12

Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1)

huruf c, dippmpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab

kepada Kepala Dmas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan peruinusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di

bidang kesehatan keluarga, g1z masyarakat, promos: kesehatan,

pemberdayaan masyarakat, kesehatan lmgkungan, kesehatan kerja dan
olah raga sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang beriaku
Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12,

Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi

1 Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan
keluarga, gizzm masyarakat, promos:1 kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, kesehatan Imgkungan, kesehatan kerja dan olah raga,

2 Penylapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi xesehatan, pemberdayaail
masyarakat, kesehatan ingkungan, kesehatan kerja dan olah raga,

3 Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga,
gizi masyarakat, promos: kesehatan, pemberdayaan masyarakat,
kesehatan lmgkungan, kesehatan kerja dan olah raga,

4 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi
masyarakat, promos:t kesehatan, peinberdayaan masyarakat, kesehatan
hingkungan, kesehatan kerja dan olah raga

5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dain Tungsiinya

Paragraf 4
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 14

Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1)
huruf d, dippmpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas dan mempunya: tugas meinbantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional i
bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan
termasuk penmgkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional
sesual pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku

Pasal 15
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14,
Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi
1 Penyiapan perumnusan kebijakan operasional di bidang pelayanan
kesehatan primer dan pelayanan Kkesehatan rujukan termasuk
penmgkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional,
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2 Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan
kesenatan primer aan pelayanan kesehatan rujukan termasuk
peningkatan mutunya, serta peilayanan kesehatan tradisional,

3 Penyiapan bimbingan tekms dan supervisi di bidang pelayanan
kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk
penmgkatan mutunya, serta peiayanan kesehatan tradisional,

4 Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan
primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan
mutunya, serta peiayanan kesehatan tradisional,

5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

Paragraf 5
BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

Pasal 16
Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat
(1) huruf e, dippmpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas dan mempunya: tugas membantu Kepala Dinas dalam
meiaksanakan perumusain dan pelaksaiaain Kebijakainn operasionat di
bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan sesuai pedoman kerja
dan ketentuan yang berlaku

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16,

Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi

1 Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat
kesehatan dan Perbekalan Kesehatain Rumah Tangga (PKRT) serta
sumber daya manusia kesehatan,

2 Penyiapan peiaksanaan kebyakan operasional di bidang kefarmasian,
alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta
sumber daya manusia kesehatan,

3 Penyiapan bimbingan teknmis dan supervist di bidang kefarmasian, alat
kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta
sumber daya manusia kesehatan,

4 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat
kesehatan dan Perbekalan Kesehatain Rumah Tangga {PKRT) seria
sumber daya manusia kesehatan, dan

5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

Paragraf6
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Pasal 18
Bidang Pencegahain dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dmmaksud

pada Pasal 3 ayat (1) huruf {f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
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bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu
Kepala Dinas aalam meiaksanakan peruinusan dan petaksanaan kebijakan
operasional di bidang surveillans dan 1mumnisasi, pencegahan dan
pengendahan penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit
tidak menular dan kesehatan pwa

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18,

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi

1 Penyiapan peruimnusan kebijakan operasional di bidang surveillans dan
imurnisasi, pencegahnain dan pergendaliain penyakit meitular, pencegahan
dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan pwa,

2 Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan
imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan
dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan pwa

3 Penyiapan bimtek dan supervist di bidang surveillans dan imunisasi,
pencegahan dan pengendalian penyakit inenular, pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak inenular dan kesehatan jwa,

4 Penylapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan
nunisasi, pencegahain dan pengendalian penyakit meinular, pencegahan
dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jwa,

5 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan operasional di bidang surveilans
dan 1mumnisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan
awa

6 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

AT TYY
DAL 11

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 20

(1) Pada Dinas dapat dibentuk Umt Pelaksana Tekms (UPT) dan Unit
Organisas1 Bersifat Khusus (UOBK) untuk melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu

(2) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi
dan tata kerja UPT diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri

(3) Umit Organisas: Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yaitu Rumah Sakit Daeralr yang menuliki otononu dalam pengelolaan
keuangan dan Barang Milik Daerah serta bidang kepegawaian

(4) Ketentuan mengenar pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi
dan tata kerja Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diatur dengan Peraturan Bupat: tersendir
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BAB IV
GANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu

Eselonisasi

Pasal 21
(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpman Tingg: Pratama atau Eselon
IIb,
Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau Eselon Ilia,
Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon Illb,

o e e B

Kepala Sub Bagian merupakai Jabatan Pengawas atau bselon IVa

——p— —
w N
—— — S

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 22
Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian diangkat dan
diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawalan/Bupati
BABY
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
Bagian Kesatu
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

(1) Pejabat Fungsional berkedudukain di bawah dan bertanggung jawab
secara langsuiig kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat
administrator atau pejabat peiigawas yang memiliki keterkaitan derigan
pelaksanaan tugas javatan {ungsional,

(2) Kelomnpok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesua1 dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan
ketentuaii peraturaii perundang-undangan,

(3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas
memberikaini pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinast dan
pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan
pimpman tinggl pratama sesuar dengan bidang keahlian daii
keterampiian,

(4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Kelommpok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau
dalam tim kerja untuk mendukuiig pencapaian tujuan dan kinerja
organisast

(5) Pejbat fungsional yang ditugaskan secara individu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara
berjenjang kepada kepala dinas

(6) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Tim Kerja sebagaimana
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan
Kepala Dinas
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(7) Tim Kenja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdir: darn
a Kerua Tim, dan
b Anggota Tim

(8) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan
tugas sebagiamana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dan
perangkat daerah yang membidangi

(9) Pejpbat Fungsional yang ditunjuk sebagai anggota Tim kera
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dan
berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada unit organisasi
tersebut atau diluar umt orgamsasy, untuk mengoptimalkan
pencapatan tujuail orgaiisastk

(10) Pejabat Fungsional sebagai dampak dar penyetaraan jabatan dalam
melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan keglatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25%/%
dan Angka Kredit Kumulatif

(11) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

(12) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} diatur berdasarkan ketemtuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana

Pasal 24
(1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena
danipak dann pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan
pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan
a Umt Keija yang masili memiliki Jabatan Admimiistrator, javatan
pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat
Administrator atau Eselon III
b Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan
pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat
Pimpinan Tingg: Pratama atau Eselon Il
(2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak
dan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan
bertanggungiawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV
(3) Jabatan Felaksana ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/
Bupati
(4) Ketentuan mengenai uralan tugas jabatan pelaksana di Ilmgkungan
Dmas kesehatan diatur dengan Peraturan Bupat: tersendin

BAB VI
TATAKERJA

Pasal 25
Dalaim melaksanakaii tugasiiya setiap pejabat i hngKuiigaili Dinas
Kesehatan wapb menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi

; : e

batk di hingkungan masing-masing maupun antar satuan orgamsasi di
lingkungan Dmnas Kesehatan serta dengan mstanst lam di uar imgkungan
Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas masing-masing

Pasal 26

(1) Setiap pimpman satuan orgamisast bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinastkan bawahan dan memberikan pengarahan serta
petunjuk bag: pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah
ditetapkan, dan

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dukuti dan dipatuh1 oleh bawahan secara bertanggung jawab serta
dilaporkan secara berkala sesuai dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan

Pasal 27
Setiap Pimpinan Satuan Orgamsasi di lingkungan Dmas Kesehatan wajb
mengikutt dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 28
Setiap laporan yang diterima oleh pejabat admunstrator dan pejabat
perigawas wajpb diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun
laporan lebih lanjut dan memberlkan petunjuk kepada bawahan

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29
Dengan berlakunya peraturan Bupati 1, pejabat yang menduduki
jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya
jabatan baru sesuair dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati
I

BAB VIII

T’i\"l AT TATH

TPTVITITVR TYT/IVIY
nrrsirat

L ™
VILL Y TEATU L UXD

Pasal 30
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 7 (Tujuh) Organisasi
Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang
Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas Pokck dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A talwun 2021 tentang
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisast erangkat Daerah

Kabupaten Halmahera Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
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Pasal 31

Peraturan Bupan 1in1 muwal beriaku pada tanggai ditetapkan
Agar setiap orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan Peraturan
mi1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Haimahera

Seilatan

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal ™ 2023

BUPAAI HALMAR
us //«gﬁ 'HALMAHERA SELATAN

(L)
i: I\P
AL \Y,
USMAN SIDI
Diundangkan di Labuha
pada tanggal © ®e 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMA A SELATAN,

Ir/SAIFUL , MP
Nip 19651221 200003 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023
NOMOR

Salinan Sesuat dengan aslhinya

TZTOTYAT A AMTAN TITTILITT
jaNigya Vg Y Bn\.nnn v AU}V{

TTL

RUSDI HASAN SH.MH

Nip 19830702 200812 1 002




STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2023

TANGGAL

DINAS KESEHATAN

—

KELOMPOK

16 webruario2’

JABATAN SEKRETARIAT
FUNGSIONAL
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BAGIAN BAGIAN JABATAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN FUNGSIONAL
| -
BIDANG BIDANG
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KESEHATAN
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